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PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 4% TAHUN 2017

TENTANG

 CRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NQMQE\ ; ’{‘;\;-‘LIIJ\ND?SOSK/ [';‘IENTANG
| TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENIETAPAN RINCIAN |
KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

5 2)
¥ . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ISQ ayat (
e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pada Surat Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Sintang Nomor S-
502/WPB.16/KP.079/2017 tentang Monitoring dan Evaluasi
Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Melawi Nomor § Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di
Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017.

ngingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
i Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kab.upaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

| 5. Undang-Undang ...
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

gg é 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negar R i
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); ( gema, Republik

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK
.07/2017 tenta
Pengelqlaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Nega?g
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537).

MEMUTUSKAN

PASAL 1,




PASAL 1

Melawi Nomor 5 Tahun n017 tentang Tata
ana Desa di Kabupaten Melawi Tahun

ieberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Melawi Tahun 2017 Nomor 5), diubah

ara Pembagian dan Penetapan Rincian D
nggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
ebagal berikut

5 perbunyi sebagai berikut :

_ Ketentuan dalam pasal 5 diubah, sehingga Pasal

Pasal 5

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)} * (DDxkab/kota™

AF setiap desa = {(0,25*Z1) + (0,35*Z2
ADkab/kota)

Keterangan :

AF = Alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa kabupaten/kota bersangkutan.

z2 =  rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin kabupaten/kota bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah
Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z4 = rasio 1KG setiap Desa terhadap total IKG Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan.

DDxab/xota = besaran Dana Desa kabupaten/kota.

ADxab/kota = besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota.

_ Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2) Pgmmdahbukue_m dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
d11aku}<an paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
" §eken11ng Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi
enyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dilakuk :
bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : et b Han seears
a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat b i
o prlak vl dem paling ulan Juli sebesar 60%
b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40%
' o (empat puluh persen).
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Dega mengfam ezikan :
g. Fcraturan Desa mengenai APBDesa; dan P .
. laporan realisasi penyerapan dan capaian out
o oo kepaita Drapat, paian output Dana Desa tahun anggaran
enyaluran Dana Desa tahap II di
laporan realisasi penyerapaﬁ daiilaf;piﬁnseéiltzttl{%jala DDesa menyampajken
: B« ana Desa tahap I
g‘iuelit}xlnjl?r;(za;errséiirzta rea_l1sas1 penyerapan paling kurang sebesar 75%/0 (ti?zﬁ
. an rata-rata capaian output menunj i
sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupelti.p wiiiean. paling knrang

3. Ketentuan ...
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. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
 (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) terdiri atas :

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal
7 Juli tahun anggaran berjalan.

PASAL II
eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
‘ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal & OkToer 2017

BUPATI MELAWI

S~—

iundangkan di Nanga Pinoh
ada tanggal 4 Ok7Tomer 2017

‘EKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAW]I)

L
VO TITUS MULYONO

RI
TA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 45



